
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWBSI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR  62G TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang         :   a.   bahwa   dalam   rangka   meningkatkan   efisiensi,   efektifitas,
tran sparan si ,        dan        aku ntabilitas        penyelenggaraan
Pemerintahan   Daerah   khususnya   pelayanan   Perpajakan
Daerah   kepada   Masyarakat   diperlukan   adanya   standar
operasional        prosed ur        pelaksanaan        pengendalian ,
pengawasan  dan  pemeriksaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan
undangan;

b.   bahwa  sebagai  pelaksanaan   Peraturan   Daerah   Nomor   5
Tahun  2023  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,
perlu      menetapkan      Standar      Operasional      Prosedur
Pelaksanaan  Pengendalian,  Pengawasan  dan  Pemeriksaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c.    bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada  huruf  a,  dan  huruf  b  perlu  ditetapkan  Keputusan
Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat            :    1.   Undang-Undang      Nomor      51      Tahun      1999      tentang
Pembentukan   Kabupaten  Buol,   Kabupaten   Morowali   dan
Kabupaten  Banggai  Kepulauan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   1999  Nomor   179,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900)  sebagallnana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2000
tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun
1999   tentang  Pembentukan   Kabupaten   Buol,   Kabupaten
Morowali   dan   Kabupaten   Banggai   Kepulauan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2000    Nomor    78,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
3966);

2.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Ilembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Penetapan  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
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Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor
41,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757) ;

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   35   Tahun   2023   tentang
Ketentuan   Umum   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor
85, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

6.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;

7.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banggai  Kepulauan  Nomor  5
Tahun  2023  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah
(Lambaran  Daerah  Kabupaten  Banggai  Kepulauan  Tahun
2023 Nomor 5);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan         :   KEPUTUSAN      BUPATI      TENTANG      PENETAPAN      STANDAR
OPERASIONAL    PROSEDUR    PELAKSANAAN    PENGENDALIAN,
PENGAWASAN    DAN    PEMERIKSAAN    PAJAK    DAERAH    DAN
RETRIBUSI DAERAH.

KESATU               :   Menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pelaksanaan
Pengendalian,  Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan
Retribusi   Daerah   sebagaimana   tercantum   dalam   lampiran
Keputusan Bupati ini.

KEDUA                :   SOP  Pelaksanaan  Pengawasan,  Pengendalian  dan  Pemeriksaan
Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah   sebagaimana   Diktum
KESATU meliputi perencanaan pengawasan wajib pajak daerah,
penelitian    kepatuhan    formal   jenis   pajak    sezz/   czssesme7it,
penelitian  kepatuhan  material  jenis  pajak  ojpechaz  assesme7if,
penelitian   kepatuhan   material  jenis   pajak   sezz/  assesme7tt,
pembinaan wajib pajak daerah,  perencanaan dan penyampaian
laporan   hasil   pemeriksaan   pajak   daerah,   pengawasan   dan
pengendalian    pengelolaan    pemungutan    pajak   daerah    dan
retribusi daerah.
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LAMPIRAN
REPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPUIAUAN
NOMOR   6at    TAHUN2024
TENTANG
STANDAR    OPERASIONAL    PROSEDUR    (SOP)
PELAKSANAAN PENGENDALIAN , PENGAWASAN
DAN    PEMERIKSAAN    PAJAK    DAERAII    DAN
RETRIBUSI DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGAWASAN PAIAK DAN RErRIBusl DAERAII

Pengawasan dimaksud baik dari segi cara pemungutannya maupun dalam
hal data yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak perlu dipastikan sesual
dengan ketentuan yang berlaku. pengawasan dalam hal data yang digunakan
sebagai  dasar  pengenaan  pajak  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  pajak
dipungut  secara  efektif  sehingga  memastikan  tidak  ada pote7iticiz  toss  yang
dialaffil oleh peffiefintafi daeraH akibat Hllal pajak yang dipufigut kufangr d€ifi
yang seharusnya.  Pengawasan meliputi pengawasan atas wajib pajak daerah
serta pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

I.     PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAII
1.  Pefefieajiain pehgawa§in Wajib Pajck daefali

a.  Deskripsi
Rencana    pengawasan    tahunan    meliputi    rencana    pengamanan
penerimaan  daerah  yang  mengurai  target  kineria  penerimaan  dan
pemungutan PDRD.

b.  Prosedur Kerja

Penyusunan rencana Pengawasan :

1)  Kepala   Sub   bidang   Pengendalian   dan   Evaluasi   menyusun
rencana kelja pengawasan untuk  satu  tahun,  serta  prioritas
pengawasan wajib pajak.

2)  Rencana  kerja  disampaikan  kepada  kabid  Perencanaan  dan
pengembangan untuk dievaluasi.

3)  Rencana  ken.a  pengawasan  disampaikan  kepada  KABAN  dan
dibanas Bersaffia defigan selurmfi kepala bidafig.

2.  Pelaksanaan pengawasan wajib pajak.

a.  Deskripsi
Pelaksanaan   pengawasan   wajb   pap.ak   daerah   dilakukan   dengan
melakukan   penelitian   kepatuhan   formal,    penelitian    kepatuhan
material,  meminta  penjelasan  atas  data  dan/atau  keterangan  serta
kunjungan atau sidak lapangan.

b.  Prosedur kelja;
1)  Pefielitian  kepatufiari  fofffial  uHtuk jefiis  pajak  Se'Z!/ as5'e§s.j7ie.ftt

PBJT,MBLB,PSBW);
a)  Kepala sub bidang verifikasi & penetapan melakukan penelitian

atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak,meliputi aspek:



i.     Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran
dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

ii.     Kesesuaian antara sspD dengan SFTPD; dan
iii.      Kebefiar+an           pefiulisan,pefigffiitufigan,            dafi/ atau

administrasi lainnya.
b)  Jika telah sesuai, Kasubid verifikasi & penetapari menerbitkan

SKPDN.
c)  Jika terdapat ketidaksesuaian kasubid verifikasi & penetapan

dapat   mengusulkan   daftar   WP   untuk   penerbitan   Surat
imbauan.   Surat   imbauan   untuk   melakukan   pembetulan
Laporan   Pajak,   dan   atau   surat   imbauan   lainnya   untuk
memenuhi ketentuan formal perpajakan lainnya.

a)  Dartar- usulan tefsebut disampalkari kepada kepala Sub bldafig
Pengendalian dan Evaluasi

e)  Kasubid bidang Pengendalian dan Evaluasi menyusun konsep
surat imbauan dan disampaikan kepada kepala bidang pajak
daerah  lainnya  untuk  diverifikasi  dan  diparaf,  selang.utnya
disetujui dan di tanda tangani kepala badan.

I)   Surat imbauan dikirimkan kepada wajib pajak dimaksud.
2)  Penelitian kepatuhan material.

-    Pengawasan data laporan pajak sellf assessment sesuai kondisi
§ebefiarnya.

a)  Hasil penelitian SPTPD oleh Kepala sub bidang verifikasi &
penetapan disampaikan kepada kasubid Pengendalian dan
Evaluasi untuk di analis selanjutnya.

b)  Kasubid  Pengendalian  dan  Evaluasi  melakukan  analisis
risko terhadap wajib pajak, sumber risiko yang secara umum
diidentifikasikan   sebagai  berikut   (1)   Riwayat  Kepatuhan
Wajto Peljak  (WP gang  sebelurrmga pemah tericmbat atou
gcigaz membagcir pa/.cik/. (2) Jenis usaha yang tidak memiliki
peficatatafi,berp6tefisi ffieffiillkl fe§ik6 ffiefiyaffipalkan paj ak
terutang dengan tidak jujur.  (3)  Skala usaha,  wajib pajak
dengan   volume   transaksi   besar   atau   usahanya   yang
kompleks  0.enis  produk/1ayanan  yang  beragam)  beresiko
untuk   penghindaran   pajak.   (4)   Secara   makro,terdapat
pertumbuhan pada sector usaha namun penyampaian oleh
wajib pajak tidak signifikan.

g)  Kasubid   Pengendalian   dan   Evaluasi   Menyusun   daftar
nominatif  WP  dengan  Tingkat  Risiko  Rendah  dan  Risiko
tifiggl,   dan  disaffipatakfi  kepada  kabid  Pefeffi€afiaan  dafi
Pengendalian.

h)  Kabid   Perencanaan   dan   Pengendalian   menyetujui  daftar
nominative     dan     Langkah-langkah     pengawasan     dan
pembinaan    WP.    Pengawasan    dan    pembinaan    melalui
permintaan   keterangan   dan   data  terhadap   wajib   pajak
dengan   sidak/kunjungan   langsung  kepada  wajib   pajak.
Pengawasan    dengan     melakukan    penelitian     lapangan



terhadap WP damon tingkat risiko tinggi, pada periode waktu
tertentu.

i)   Kabid  Perencanaan  dan  Pengendalian  mengadakan  rapat
Bersaffia  BIdang  terkalt  ufituk  pefigu§ulan  dafter  sa§ar-an
pengawasan.

j)   Daftar  sasaran  pengawasari  disampaiakan  kepada  KABAN
untuk disetujui.

k)  Kasubid   Pengendalian   dan   Evaluasi  mengusulkan   surat
tugas  penelitian  lapangan  kepada  kabid  Perencanaan  dan
Pengendalian    untuk  diparaf  dan  kemudian  disampaikan
kepada KABAN untuk disetuji dan ditanda-tangani.

1)    Surat tugas disetujui oleh KABAN.
ffi) Tiffi ffielakukafi per§iapan peffielitian lapafigan.
n)  Hasil  penelitian  oleh  tim  Jika  terdapat  kurang  atau  tidak

bayar, kasubid Pengendalian dan Evaluasi Menyusun daftar
usulan pemeriksaan untuk dilakukan  pemeriksaan  pajak
daerah.

Untuk memastikan data objek Pajak Official assessment sesuai
dengan ficktanya.
a)  Penelitian untuk pengawasan dilakukan dengan menguji data

sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya.  Kasubid  Pengendalian
dan Evalua§i ffiefiqusulkan  Sufat tug-a§ verllfkasl lapangan
data  objek  pajak official  assessment kepada  kepala  badan
pendapatan.

b)  Tim   veriifkasi    melakukan    penelitian    dengan   verifikasi
lapangan  atas  data  objek  yang  merriadi  dasar  pengenaan
pajak.





'`= Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi -_-i,;--i,!J       _-'`r,       n'*y__       mfffi,

•       ;                ¥€              -Z=,\:-_. Tanggal Efektif -

Kepala Badan Pendapatan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Banggai kepualuan

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Disahkan Oleh

Nama SOP : PERENCANAAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAII

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerali dan Retribusi Daerah. 1.
MemilikiKemampuantentangperaturanDaerahpajakDaerah-d-a-Eetribusi
Daerah

2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pemasalahan yang ada

3. Memiliki Kemampuan dalaln mengaplikasikan komputer

4. Mampu melaksakan tugas -tugas sesual tupoksinya

-    sop perencanaan pengawasan wajib pajak daerah 1. Peraturan Daerah
-     sop penelitian kepatuhan formal jenis pajck sellf assesment. 2. ATK
-     sop penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment. 3. Komputer, Printer
-     sop penelitian kepatuhan material jenis pajak sellfassesment
-    sop pembinaan wajib pajak daerah
-     sop perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
-     sop pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.y,,
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Apabila  perencanaan  pengawasan  wajib  Pajak  Daerall  tidak  diselesaikan  sesuai  standar  yang Disimpan sebagai Dokumen
ditentukan clan mengakibatkan perencanaan pengawasan Paj ak Daerah menjadi tidak mcksimal.



- PERENCANAAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAH

No URAIAN

PELAKSANA
-

MUTUBAKu

PELAKSANA \ KASUBID\PENVAIUASI KABm Perencanal&Pengembangan
s\eluruh`KABID-,<.`/.?I;"r.I-;J.`,I,;,,``

•KABAN Persyaratanckel,en waktu outpdr\

123456 Menyusun data dukung perencanaanPengawasanuntuksatuTahun,sertaprioritaspengawasanWP.MenyusunDraftrencanakerjapengawasan
MULAl

Tidak
/

SOPData realisasi, 1 hari1hari2jam1hari2jan Data realisasi,DPAdraftusulan

& rencana prioritas pengawasanMelakukanpembahasanbersama ProgramRencanakerjapengawasandandievaluasipelaksanaantahunsebelumnyaMenyiapkanNotaDinaspengajuanDraft DPAusulan RKPPdraftRIappyang RKPPdraftRKPPNotadinas dan

- a-.-Sl^<-,

Program Rencana Kerja PengawasanPengajuanNotaDinasdraftPRKPkepada '- disetujui FuelDNotadinasdan RKPPBKPP yang

FneANMengarsipkan dan Melakukan Persipaan
I RKPPDOKUMEN telahditandatanganiKABANARSIPdan_ s=J -,¥fl

Ya
Pelaksanaan Pengawasan, pembinaan dan BRTP Perlengkapan

pengendalian PDRD.
se[esai

pelaksanaanRKPP
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Nomor SOP
Tanggal Pembuntan
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Kepala Badan Pendapatan Daerch
BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Banggai kapualuanDisahkanOleh

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nama SOP : PENEl,ITIAN KEPATUHAN FORMAL JENIS PAJAK SELLF ASSESMENT
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1. Peraturan Daerch Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerch dan Retribusi Daerah. 1. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerch Pajck Daerch dan Retribusi Daerah

2. Memiliki kemampuan dalam menyelesalkan permasalalian yang ada

3. Memiliki Kemanpuan dalam mengaplikasikan komputer

4. Manipu melaksckan tugas -tugas sesual tupoksinya
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-     sop perencanaan pengawasan wajib pajak daerah 1. Peraturan Daerch
-     sop penelitian kepatuhan formal jenis pajck sellfassesment. 2. ATK
-     sop penelitian kepatuhan material jenis pajck official assesment. 3. Komputer, Printer
-     sop penelitian kepatuhan materialjeris pajck sellf assesment
-     sop pembinaan wajib pajak daerali
-     sop perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajck daerch.
-     sop pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Apabila  penelitian  kepatuhan  formal jenis  pajak  sellf assesment  tidak  diselesalkan  sesual  standar Disimpan sebagai Dokumen
yang ditentukan akan mengakibatkan penyampalan surat imbauan menjadi tidak mcksimal.
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No

PELAKSANA
-

MUTUBAKu

KETERANGANURAIAN wAJ\IB   \ `  PELA^*,_--\*,I
K§ANA . ,

rfusuBH3 RA-sunD KABID P6rchcanin RAEAN Persyalatancksle wrfu
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•   n8kapan

12345 Menerima & memverifikasi  SPTPDdanSSPDdariWajibPajckMelakukanPenelitianatasSPTPD&SSPDberdasarkanhasilpenelitian:-jikatelchsesulmckaditerbitkanSKPDN,PelcksanamencetckSKPDN-jikaterdapatSPTPDyangtidcksesuaimakaKASUBIDverifikasidanpenetapanmengusullrandaftarWPuntukditerbitkanimbauan.KASUBIDEVLANmenyusunkonsepsuratinbauan,berdasarkandaftarWPyangdiajuhankasubidveripan.SelanjutnyaKABIDPerencanaan&pengembanganmemverifikasidanmengkoreksi.KABANMenyetujuidanmenadatanganisuratimbauan. asm\
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Sesual              Tidak

ya

SPTPD, SSPDDatadukunghasilpenelitiandandatadukungDafterNominatifwpdraftKousepsuratImbaun 1Jan30menit1hari2hari1Jan Hasil penelitianSKPDNDafterNominatifVITdraftKonsepsuratlmbaunSuratImbauanWPyangditandatangaiKABAN

(%,£ *`v<8€-tidakSesuai

'

BREREREE5EEillEfiRE  .
RERERERE`

ri'|



NO tJRAIA'N

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN
WAJIB PELAKSANA\

`  RAsunl`D
KAsuBm KABm Perencanaan KABAN, Persygratackele

wcktu )A,
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67 Kasubid EVLAN menditribusikankepadawajibpajak.Mengevaluasihasiltindaklanjutpenyampiansuratimbauan.-WPmenindaklanjutiimbauan-PembetulanSSPTPDdanMenerbitkanSTPD-JikaWPbelummenindaklanjutimckaditerbitkankembalisuratimbauanke2danke3.danmasing-musingsuratmemilikitenggatwaktupenyelesaianselana5harikeria-PenyampaiansuratimbauankepadaV'T-jikasampaipadalmbauanke3,belumditindaklanjutimakadiusulkanuntukdilakukanpemeriksaanPajak.
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Surat ImbauanveTandaterimasurat 1 hari5Hari Ekspedisi surat.-STPDDafterusulanPemeriksanPajakdaerah Batas walktu SuetImbauanIselana 5Harikerja,jikatidckditindaklanjutiWPmckaprosesselanjutnyamenerbitkanSuratimbauanke2danke 3berdasarkanbatawaktuyangditctapkandalansurat.
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Nomor SOP
Tanggal Pembuntan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif -

Kepala Badan Pendapatan Daerch
BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Banggai kepualuanDisahkanOleh

KABUPATEN BANGGAI KHPULAUAN

Nana SOP : PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL JENIS PAJAK OFFICIAL ASSESMENT
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1. Peraturan Daerch Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerch dan Retribusi Daerch. 1. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajck Daerch dan Retribusi Daerah

2. Memiliki kemanpuan dalam menyelesalkan permasalahan yang ada

3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer

4. Mampu melaksakan tugas -tugas sesual tupoksinya
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-      sop perencanaan pengawasan wajib pajak daerali 1. Peraturan Daerch
-      sop penelitian kepatuhan formaljenis pajak sellfassesment. 2. ATK
-      sop penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment. 3. Komputer, Printer
-      sop penelitian kepatuhan material jenis pajak sellfassesment
-      sop pembinaan wajib pajck daerch
-      sop perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajck daerah.
-      sop pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Apabila penelitian kepatuhan material jenis  pajak  official  assesment tidak  diselesaikan  sesuai  standar yang Disimpan sebagai Dokumen
ditentukan akan mengckibatkan pelaksanaan pengawasan pajak official assesment menjadi tidak maksimal.
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123456
Mengumpulkan data dan bahanpengawasandenpenelitianjenis pajakOFFICIALASSESMENTMenyusunrencanapengawasandanpenelitianobjekPajakOjpec;.a/AssesmentPembahasanrencanapelasanaan M ULAl

Tidak

Daftar ObjekPajcksasaranrencana
1 hari1hari1Hari1hari2jam

rencanapelaksanaanpengawasanUsulan

pengawasan bersama Kabid TerkaitRencanapenelitiandanpengawasan pelaksanannpengawasanUsulan PelcksanunPenelitiandanpengawasanObj ekPajckpersetujuan

diajukan kepada KABAN untuk Pelaksanan pelcksanaan
disetujuiMenyiapkan pe laksanann Pengawasan
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Nomor SOP

i,¥  .` , , .- _?^prap

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Kepala Badan Pendapatan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Banggai kepualuan

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Disahkan Oleh

Nama sop                      I : PENELITIAN KEPATUIIAN MATERIAL JENIS PAJAK SELLF ASSESMENT
;E¥#E357 . --¥..,g= - •        ,,y>            I
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1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.-.-I,`-ffa,,+',.,.i,i- I. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer

4. Mampu melaksakan tugas -tugas sesuai tupoksinya
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-   SOP perencanaan pengawasan wajib pajak daerah
I. Peraturan Daerah

-   SOP penelitian kepatuhan formal jenis pajak sellfassesment.
2. ATK

-    SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment.
3. Komputer, Printer

-   SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak sellfassesment
-   sop pembinaan wajib pajak daerah
-   SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
-   SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Apabila penelitian kepatuhan material jenis pajak sellf assesment tidak diselesaikan sesuai standar
Disimpan sebagai Dokumen

yang ditentukan akan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan pajak sellf assesment menj adi tidak
maksinial
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9101113 Pelaks anaan Pengawasan dilakukan
-

I

¢t,

Data WP,Hasil 3 Hari2Jam1Jan3hari kertas Kerja

oleh Tim pengawasan.LaporanHasilpenelitian danpengawasandibahasbersama kabidterkait.RekomendasiHasilPengawasandisanipalaknkepadaKABANWajibpajakyangmemenuhikriteriapemeriksaandantelchdilalkukanpembinaanmakadilakukanPengusulanDaftarsasaranPemeriksaanPajakDaerah
- observasiLapangankertasKerja HasilPengawasanRekomendasitindaklanjuthasilpengawasanDaftarsasaranpemeriksaanWP HasilPengawasanRckomendasitindcklanjuthasilpengawasanpersetujuanDafterSasaranPemeriksaandanDaftarsasaranpembinaanWPsurattugaspemeriksaan
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11.    PEMBINAAN WAJIB PAJAK

Pelaksanaan  Pembinaan  wajib  pajak  dilakukan  melalui  pendekatan
komperhenship   meliputi   edukasi,pendampingan   dan   konsultasi   yang
membantu    wajib    pajak    memahami    dan    melaksanakan    kewajiban
perpajakannya. Serta upaya BAPENDA dalam membangun kepatuhan WP.
Dalam upaya pembinaan pula, perlu dilarfukan pemberian reward bagi WP
yang taat dan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan.

Edukasi  merupakan  tahapan  memberikan  informasi  balk  melalui
sosialisasi atau penyuluhan secara tatap muka atau daring, melaui media
social, dan media cetak/ elektronik ataupun melibatkan pihak ketiga dalam
pelaksanaan  edukasi.   Pendampingan  dan  konsultasi  dilakukan  dalaln
upaya membantu WP dalam pengisian SPTPD atau penyampaian laporan
perpajakannya ataupun kewajiban WP lainnya.  Pendampingan dilakukan
dengan  kunjungan  langsung  atau  melalui  hotline  atau  pusat  layanan
Bapenda.  Selain  itu  pula,  PEMDA  dapat  melaksanakan  edukasi  dengan
materi diskusi yang mendorong peningkatan usaha WP.
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Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Kepala Badan Pendapatan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Banggai kepualuanDisahkanOleh

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NamaSOP : PEMBINAAN WAJIB PAIAK  DAERAII
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1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerch dan Retribusi Daerah. 1.

-a:i::;:::;::::i:i:::^j`_``':!:I;:\:X±`x, _:!>`Fz, ,^S¥+±<{ I. A.,I r  I-I. -,:SffwF#fs:S"S:i%.MemilikiKemampuantentangPeraturanDaerah  Pajak Daerah  dan Retribusi  Daerah

2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer

4. Mampu melaksakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

-   SOP perencanaan pengawasan wajib pajck daerah-SOPpenelitiankepatuhanformaljenispajaksellf assesment.
1. Peraturan Daerch
2. ATK

-   SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak offlcial assesment.
3. Komputer, Printer

-   SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak sellfassesment
-   SOP pembinaan wajib pajak daerah
-   SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
-   SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Apabila pembinaan wajib  Pajck Daerah tidak  diselesaikan  sesuai  standar yang  ditentukan  akan Disimpan sebagai Dokumen
mengakibatkan pembinaan waj ib pajak menj adi tidak maksimal.
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891011 Pelcksanaan Kegiatan pembinaan WPLaporanHasilPembinaandisampaikan rencana pembinandansurattugas.draftLaporan 3 hari1hari1hari1jan draft LaporankegiatanLaporanyang

kepada Kabid untuk di evaluasi untukkemudiandisanipaikankepadaKABANsebagailaporankegiatan.MengevaluasihasilPembinannWP,dan
ya

kegiatanLaporan yang telah telahditandantanganilaporanhasil

merekomendasikan tindak lanjut hasilpembinaan.HasilTindckLanjutdidekomentasikan dandiarsipkan. ditandantangani1aporanhasiltindaklanjut tindak lanj utarsip

se'esai



Ill.  PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.
-  Penyusunan Rencana Pemeriksaan Pajak daerah

a) Kasubid  Pengendalian  dan  Evaluasi  Menyusun  daftar  usulan
wajib Pajak yang menjadi sasaran pemeriksaan kepada kasubid

pemeriksa pajak dan Penyelesaian Keberatan.
b) kasubid pemeriksa pajak dan Penyelesaian Keberatan melakukan

kajian analisis profil WP, Data keuangan WP dan Data sekunder
laiinya yang relevan.

c) Kasubid     pemeriksa     pajak     dan     Penyelesaian     Keberatan
menga:jukan  hasil  analis  dan  identifikasi  masalah  WP  kepada
Kabid Penla dan kabid terkait

d) Kabid  Pendapatan  Lainnya melakukan  ananlisis  dan  seleki WP

yang akan diperiksa, dan mengajukan kepada KABAN beseta draft
SK Tim untuk disetujui.

-    Evaluasi hasil laporan pemeriksaan

a)  TIM menyampaikan LHP kepada kabid Pendapatan Lalnnya
b)  Kabid    Pendapatan    Lainrlya    menganilisa    dan    melakukan

pembahasan hasil LHP Bersama kabid terkait.
c)  Hasil pembahsan dan tindak lanjut pemeriksaan di sampaiakn

kepada KABAN untuk disetujui.
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Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanfgal Revisi
Tanggal Efektif

Kapala Badan Pendapatan Daerch
BADAN PENDAPATAN DAERAII Kabupaten Banggal kepualuanIhisahkanOleh

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.fi-fzexs,,

Nana SOP : PERENCANAAN DAN pENyAME>AIAN LApORAN rIAslL  pERERHcsAAN pA`TAKDAERE

1. Peraturan Daerch Nomor 5 Tchun 2023 tentang Pajck Daerah den Retribusi Daerch. I. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerch Pajck Daerali dan Retribusi Daerali

2. Memiliki kemanpuan dalam menyelesaikan pemasalchan yang add

3. Memiliki Kemanpuan dalam mengaplikasikan komputer

4` Manpu melaksckan tugas -tugas sesual tupoksinya
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1. Peraturan Daerch
SOP penelitian kapatuhan fomal jenis pajck sellf assesment. 2. ATK

-    sop penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment. 3. Komputer, Printer
-   sop penelitian kepatuhan material jenis pajck sellf assesment
-   sop pembinaan wajib pajak daerch
-   SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerch,
-   sop pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Apabila   perencanaan   dan   penyampaian   laporan   hasil   pemeriksaan   pajck   daerah   tidak Disimpan sebagai Dokune:
diselesaikan  sesuai  standar yang ditentukan  akan  mengakibatkan pemeriksaan pajck menjadi
tidck maksimal.
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9101112 Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan oleh
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Data WP,Hasil 5 Hari1hariIhari3Hari kertas kerja

Tim pemeriksannPenyampaianLm' oleh Tim PemeriksakepadaKABANuntukdisetujuirekomendasihasilpemeriksaanPembahasanrekomendasiLHPbersamaKabanbesertaKabidterkait.MenyusunLaporanhasilTindakLanjut
ya
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IV. PENGAWASAN    PEMUNGUTAN    DAN    PENGENDALIAN    PENGELOLAAN

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAII

a.  Deshipsi
Kasubid  Pengendalian  dan  Evaluasi  melakukan  analisis  terhadap
kinelja secara umum, meliputi Pengendalian atas Pengelolaan PDRD,
dengan melihat konsiten dan komitmen pengelolaan berdasarkan SOP

yang  telah  ditetapkan.Kinerja  pengelolaan  PDRD  diawali  dengan
mengukur   tipologi   potensi   PDRD,   kemudian   mengukur   kinerja

pencapaian PDRD dinilai aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitasnya
serta kontribusi PDRD terhadap pendapatan daerah.

b.     ProsedurKelja
a)  Kasubid Pengendalian dan Evaluasi mengumpulkan data yang

diperlukan untuk mengukur kineria pengelolaan PDRD.
b)  Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Mengajukan hasil data dan

laporan   pendukung  dalam  mengukur  kinerja  kepada  kabid
Perencanaan dan Pengendalian.

c)  Kabid Perencanaan dan Pengendalian    melakukan analisis dan
verifikasi data,  serta Menyusun laporan.  Laporan menunjukan
hasil analis aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitas PDRD.

(i)   Mengukur tipologi Potensi pajak diukur dengan melihat
Rasio    pertumbuhan    dan    Rasio    proporsi    realisasi

penerimaan  Pajak  daerah  terhadap  total  penerimaaan
Pajak  daerah.  begitu  pula  untuk  menentukan  tipologi

potensi     retribusi     daerah     dengan     melihat     Rasio
pertumbuhan  dan  Rasio  proporsi  realisasi  penerimaan
Retribusi  daerah  terhadap  total  penerimaaan  Retribusi
daerah

(ii)  Aspek     ekonomis     menunjukan     sejauhmana     OPD
meminimalkan biaya pemungutan dengan pengurangan
atau   menghilangkan   biaya   yang   tidak   perlu.   Rasio
ekonomis dapat diukur dengan formulasi :

Realisasi belanja
is---------x0 a

Anggaran Belanja

Kriteria penilian sebagai berikut :

a.     Ekonomis, Apabila Nilai Rasio < 100%
b.     Ekonomis berimbang, apabila nilai rasio = 100%

c.     Tldak ekofioffi]s, apablla fiilai > 1009ro



(iii)  Aspek Efektifitas menunjukan tingkat pencapaian suatu
OPD     dalam     memenuhi     target.     Rasio     efektiftas
menggambarkan seberpa jauh tingkat Output, kebijakan
dan    prosedur    OPD    mencapai    tujuan   yang    telah
ditetapkan. Diukur dengan formulasi :

Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektifitas = -----                ----------- x 1 00%

Target Penerimaan PAD

Kriteria penialian sebagai berikut :
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(iv)   Aspek   efesiensi   dengan   mengukur   tingkat   efesiensi
pendapatan     dan     belanja     OPD.     Rasio     efesiensi
menggambarkan  perbandingan  antara besamya baiaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatari dengan
realisasi pendapatan yang diterima. Formulasinya adalah

Biaya untuk memungut Pajak
Rasio Efesiensi = -------------------------------x 100%

Realisasi Penerimaan Pajak

Kriteria penilaian sebagai berikut :
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a)   Laporan   hasil   pengawasafi   dari   peflgefldalieu:1   PDRD

disampaiakn kepada Kaban.
b)  Tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian PDRD

dibahas Bersama semua jajaran kabid terkait.
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Kepala Badan Pendapatan Daerah

BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Banggai kepualuan

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Disahkan Oleh

Nana SOP : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN
PDRD
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I. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Taliun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer

4. Mampu melaksakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

-     Sop perencanaan pengawasan wajib pajak daerah Peraturan Daerah1

2.3 ATK-     sop penelitian kepatuhan formal jenis pajak sellfassesment.
Komputer, Printer-     sop penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment.

-     sop penelitian kepatuhan material jenis pajak sellfassesment
-     sop pembinaan wajib pajak daerah-sopperencanaandanpenyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.

mnu-     SOppengawasandanpengen  a lanpenge o aanpe   u  gApabilapengawasandanpengendalianpengelolaanpemungutan PDRD tidak diselesaikan sesuaistandaryangditentukanakanmengakibatkanpengelolaandatamenjaditidakmaksimal.
Disimpan sebagai Dokumen



-RENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PEMurNGUTAN  PDRD
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